Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : A. KOSWARA
2. Jabatan : DIREKTUR JENDERAL
3. NHK : 152927
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 7.427.328.272

1. Tanah Seluas 190 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp.
570.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 182 m2/150 m2 di KAB / KOTA
GARUT, HASIL SENDIRI Rp. 132.300.000

3. Tanah Seluas 733 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp.
44.750.000

4. Tanah Seluas 1.020 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI
Rp. 61.200.000

5. Tanah Seluas 176 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp.
40.760.000

6. Tanah Seluas 700 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp.
35.000.000

7. Tanah Seluas 696 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp.
41.760.000

8. Tanah Seluas 350 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp.
15.000.000

9. Tanah Seluas 340 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp.
272.000.000

10. Tanah Seluas 221 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp.
176.800.000

11. Tanah Seluas 364 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp.
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21.112.000

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Tanah Seluas 733 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp.
21.990.000

Tanah Seluas 336 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp.
10.080.000

Tanah Seluas 636 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp.
17.808.000

Tanah Seluas 117 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI
Rp. 234.000.000

Tanah Seluas 3.676 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI
Rp. 66.168.000

Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp.
10.556.000

Tanah Seluas 1.526 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL
SENDIRI Rp. 114.450.000

Tanah Seluas 5.110 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL
SENDIRI Rp. 383.250.000

Tanah Seluas 6.097 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL
SENDIRI Rp. 650.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 36 m2/36 m2 di KAB / KOTA BEKASI,
HASIL SENDIRI Rp. 284.019.000

Tanah dan Bangunan Seluas 255 m2/200 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 947.080.000

Tanah Seluas 1.760 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL
SENDIRI Rp. 112.800.000

Bangunan Seluas 80 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI
Rp. 2.017.012.782

Tanah Seluas 397 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp.
47.640.000

Tanah Seluas 1.020 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI
Rp. 122.400.000

Tanah Seluas 306 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp.
44.370.000

Tanah Seluas 700 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp.
101.500.000
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29. Tanah Seluas 210 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp.
37.800.000

30. Tanah Seluas 350 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp.
15.000.000

31. Tanah Seluas 696 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp.
41.760.000

32. Tanah Seluas 397 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp.
7.940.000

33. Tanah Seluas 176 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp.
24.640.000

34. Tanah Seluas 1.020 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI
Rp. 25.500.000

35. Tanah Seluas 210 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp.
47.960.000

36. Tanah Seluas 350 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp.
9.800.000

37. Tanah Seluas 182 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp.
27.300.000

38. Tanah Seluas 255 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp.
76.500.000

39. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp.
52.500.000

40. Tanah Seluas 80 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp.
202.322.490

41. Tanah Seluas 105 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 262.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. -

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 51.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 151.885.960

F. HARTA LAINNYA Rp. -—--

Sub Total Rp. 7.630.214.232

. HUTANG Rp. -

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 7.630.214.232
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
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diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : MIFTAHUL HUDA
2. Jabatan : SEKRETARIS DITJEN
3. NHK . 820273
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.865.000.000

1. Tanah Seluas 6.120 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI
Rp. 175.000.000

2. Tanah Seluas 247 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI
Rp. 350.000.000

3. Tanah Seluas 6.330 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI
Rp. 185.000.000

4. Tanah Seluas 7.696 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI
Rp. 200.000.000

5. Tanah Seluas 3.174 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI
Rp. 100.000.000

6. Tanah Seluas 277 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI
Rp. 360.000.000

7. Tanah Seluas 1.700 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI
Rp. 400.000.000

8. Tanah Seluas 104 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI
Rp. 60.000.000

9. Tanah Seluas 292 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI
Rp. 100.000.000

10. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/150 m2 di KAB / KOTA
TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 2.760.000.000

11. Tanah Seluas 388 m2 di KAB / KOTA GROBOGAN, HASIL
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SENDIRI Rp. 175.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 26.000.000
1. MOTOR, HONDA NF 125 SD Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp.
4.000.000
2. MOTOR, PIAGGIO VESPA SPRINT 150 Tahun 2014, HASIL
SENDIRI Rp. 15.000.000

3. MOTOR, HONDA NF12A1CF M/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI

Rp. 7.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 11.500.000
D. SURAT BERHARGA Rp. ==
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 127.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 5.029.500.000
. HUTANG Rp. 100.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 4.929.500.000
Catatan:

2

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Oktober 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : AHMAD ARIS
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK 146777
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 6.423.900.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 131 m2/114 m2 di KAB / KOTA
BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000

2. Tanah Seluas 308 m2 di KAB / KOTA INDRAGIRI HILIR, HASIL
SENDIRI Rp. 100.000.000

3. Tanah Seluas 308 m2 di KAB / KOTA INDRAGIRI HILIR, HASIL
SENDIRI Rp. 100.000.000

4. Tanah Seluas 20.000 m2 di KAB / KOTA INDRAGIRI HILIR, HASIL
SENDIRI Rp. 250.000.000

5. Tanah Seluas 20.000 m2 di KAB / KOTA INDRAGIRI HILIR, Rp.
250.000.000

6. Tanah Seluas 20.000 m2 di KAB / KOTA INDRAGIRI HILIR, Rp.
250.000.000

7. Tanah Seluas 20.000 m2 di KAB / KOTA INDRAGIRI HILIR, HASIL
SENDIRI Rp. 250.000.000

8. Tanah Seluas 20.000 m2 di KAB / KOTA INDRAGIRI HILIR, HASIL
SENDIRI Rp. 250.000.000

9. Tanah Seluas 20.000 m2 di KAB / KOTA INDRAGIRI HILIR, HASIL
SENDIRI Rp. 250.000.000

10. Tanah Seluas 20.000 m2 di KAB / KOTA INDRAGIRI HILIR, HASIL
SENDIRI Rp. 250.000.000

11. Tanah Seluas 20.000 m2 di KAB / KOTA INDRAGIRI HILIR, HASIL
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SENDIRI Rp. 250.000.000

12. Tanah Seluas 20.000 m2 di KAB / KOTA INDRAGIRI HILIR, HASIL
SENDIRI Rp. 250.000.000

13. Tanah Seluas 20.000 m2 di KAB / KOTA INDRAGIRI HILIR, HASIL
SENDIRI Rp. 250.000.000

14. Tanah Seluas 20.000 m2 di KAB / KOTA INDRAGIRI HILIR, HASIL
SENDIRI Rp. 250.000.000

15. Tanah Seluas 33.580 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN ANAMBAS,
HASIL SENDIRI Rp. 335.800.000

16. Tanah Seluas 49.900 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN ANAMBAS,
HASIL SENDIRI Rp. 499.000.000

17. Tanah Seluas 21.130 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN ANAMBAS,
HASIL SENDIRI Rp. 211.300.000

18. Tanah Seluas 22.780 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN ANAMBAS,
HASIL SENDIRI Rp. 227.800.000

19. Tanah dan Bangunan Seluas 116 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA
BOGOR , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 438.300.000

1. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp.
60.000.000

2. MOBIL, HYUNDAI CRETA PRIME 1.5 (4X2) A/T MINIBUS Tahun
2024, HASIL SENDIRI Rp. 378.300.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 95.600.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 79.078.385

F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 7.036.878.385

. HUTANG Rp. 100.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 6.936.878.385
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
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Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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2025

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ENGGAR SADTOPO
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 510540
Il. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN
1. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 155 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
3. Tanah Seluas 360 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI
Rp. 600.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN
1. MOBIL, HONDA MOBILIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
102.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
6.000.000
3. MOBIL, KIA PICANTO 1.2 AT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
54.000.000
HARTA BERGERAK LAINNYA
SURAT BERHARGA
KAS DAN SETARA KAS

mom o 0

HARTA LAINNYA

Sub Total

[ll. HUTANG

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111)

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

1.900.000.000

162.000.000

96.500.000

22.772.729

2.181.272.729
90.000.000
2.091.272.729

Catatan:
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1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 November 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA . KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : FRISTA YORHANITA
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 1028326
Il. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN
1. Tanah dan Bangunan Seluas 264 m2/77 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
2. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG
SELATAN, Rp. 435.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN
1. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1.5 TIPE G CVT Tahun 2022, HASIL
SENDIRI Rp. 190.000.000
2. MOTOR, YAMAHA FAZIO 125 CC Tahun 2022, HASIL SENDIRI
Rp. 15.000.000
3. MOTOR, YAMAHA GRAND FILANO HYBRID NEO Tahun 2025,
HASIL SENDIRI Rp. 27.500.000
4. MOTOR, VESPA LX 125 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
28.000.000
HARTA BERGERAK LAINNYA
SURAT BERHARGA
KAS DAN SETARA KAS

mom o 0

HARTA LAINNYA
Sub Total
Ill. HUTANG

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T)

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

1.335.000.000

260.500.000

149.100.000

1.940.243.000

3.684.843.000

3.684.843.000

Catatan:
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1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA . KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : MUH. FIRDAUS AGUNG KUNTO KURNIAWAN
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 899109
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.419.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 236 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 151 m2/50 m2 di KAB / KOTA
KLATEN, Rp. 50.000.000

3. Tanah Seluas 195 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL
SENDIRI Rp. 400.000.000

4. Tanah Seluas 139 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, Rp.
69.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 124.000.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
6.000.000

2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
18.000.000

3. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1.3 G Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.
80.000.000

4. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp.

20.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 250.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. —

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 236.000.000
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F. HARTA LAINNYA Rp.

Sub Total Rp. 2.029.500.000

I1l. HUTANG Rp.

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.029.500.000
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



